




i 

 

WASPADA JEBAKAN PERPANJANGAN 

MASA JABATAN PRESIDEN TIGA 

PERIODE VERSUS JABATAN KEPALA 

DESA SEMBILAN TAHUN DI INDONESIA 

GULA MANIS MENJELANG PEMILIHAN 

UMUM 2024 
 

 

Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim., SIK., SH., MH., 

MM. 

A. Junaedi Karso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 

  



ii 

 

WASPADA JEBAKAN PERPANJANGAN MASA JABATAN 

PRESIDEN TIGA PERIODE VERSUS JABATAN KEPALA 

DESA SEMBILAN TAHUN DI INDONESIA GULA MANIS 

MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024 

 

Penulis  : Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim., SIK.,  

SH., MH., MM. 

A. Junaedi Karso 

 

Editor  : A. Junaedi Karso 

 

Desain Sampul : Eri Setiawan 

 

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana 

 

ISBN  : 978-623-487-887-5 

 

No. HKI : EC00202325381 

 

Diterbitkan oleh: EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2023 

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com  

Cetakan Pertama : 2023 

 

All right reserved 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 

isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, 

termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman 

lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit. 

  



iii 

 

KATA PENGANTAR 
 

Assalamu'alaikum Wr, Wb 

Bismillahirohmanirohim 

 

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah 

SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan 

sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang ´Waspada 

Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode 
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Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada 

kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-
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merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari 

berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, 

website, Internet media online dan media non online, serta sumber 

lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu 

kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, 

pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan 

banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum 

maupun ketika menulis buku panduan ini. 

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak 

belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta 

dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami 

bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku. 

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang 

tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani 

kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-

Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. 

 

   Billahit taufiq walhidayah,  

   Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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A. Periodesisasi Jabatan Kepala Desa 

Pengaturan pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala 

Desa hingga 3 (tiga) periode layak dinilai mengandung 

kejanggalan sebab terlampau lama dan mengalami pergeseran 

yang kontras dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yang 

hanya mengatur 2 (dua) periode. Selain itu, periodisasi masa 

jabatan Kepala Desa juga amat kontras dengan pengaturan 

periodisasi masa jabatan pada Kepala Daerah bahkan dengan 

Presiden sekalipun. Seharusnya, pengaturan periodisasi masa 

jabatan antara Kepala Desa ialah mengikuti ketentuan pada 

Kepala Daerah dan Presiden yakni 2 (dua) periode sebab 

memuat filosofi dan prinsip yang sama sebagai pejabat 

pemerintahan eksekutif. Dengan demikian, pengaturan Kepala 

Desa dapat menjabat hingga 3 (tiga) periode secara berturut-

turut atau tidak berturut-turut dinilai terlampau lama, tidak 

berdasarkan semangat konstitusi dan tidak sesuai dengan arah 

politik hukum dalam UUD 1945. 

Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang 

memutus judicial review seputar periodisasi masa jabatan 

Kepala Desa dapat ditarik kesimpulan yaitu: pertama, MK 

mengakui bahwa ketentuan yang tertulis pada bagian 

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) a quo alih-alih memperjelas Pasal 39 

ayat (2), justru mengaburkan dan menimbulkan ketidakpastian 

hukum serta amat berpotensi menimbulkan Kepala Desa yang 

menjabat lebih dari 3 (tiga) periode, terkhusus bagi pihak-pihak 

yang memaknai bahwa perhitungan Kepala Desa telah menjabat 

PENGATURAN PEMBATASAN 

PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA 

DESA PRO KONTRA USULAN MASA 

JABATAN KEPALA DESA SEMBILAN 

TAHUN DI KALANGAN MASYARAKAT 

INDONESIA 
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Pada Tahun 2022 NHPEDOL� ¶UDPDL·� PHQJKLDVL� SDQJJXQJ�

diskursus di ruang publik saat ini sehingga menarik bahwa 

amandemen kelima UUD 1945 dapat dilakukan melalui konvensi 

ketatanegaraan, apalagi mencermati konfigurasi politik hukum saat 

ini. Peta politik yang didominasi PDIP dan koalisi barang tentu 

upaya untuk memuluskan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dari yang 

tadinya secara limitatif masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 

periode selanjutnya diubah menjadi 3 periode yang merujuk pada 

syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu 

amandemen kelima tersebut perlu memperhatikan segala aspek 

terutama semangat reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana 

ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. 

Tegas bahwa keberadaan Pasal 7 UUD 1945 disebutkan: 

´SUHVLGHQ�GDQ�ZDNLO�SUHVLGHQ�PHPHJDQJ�PDVD�MDEDWDQ�OLPD�WDKXQ��

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, 

KDQ\D�VDWX�NDOL�PDVD�MDEDWDQ�µ�VHhingga dalam negara yang beralam 

demokrasi, segala sesuatu tentunya berangkat dari keputusan dan 

kebijakan yang diambil berdasarkan konstitusi yang mengandung 

nilai-nilai berupa norma fundamental negara 

(Staatsfundamentalnorm).9 Negara Indonesia yang notabene sebagai 

negara hukum, sudah dipastikan landasan konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan lainnya dalam melaksanakan setiap aktivitas 

bernegara serta dapat dipahami bahwa kewenangan untuk 

membentuk peraturan perundang-undang tersebut berada pada 

Legislatif yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

untuk membentuk dan merubah Undang-Undang bersama 

Presiden serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai 

JABATAN PRESIDEN TIGA 

PERIODE DAN PENAMBAHAN 

JABATAN KEPALA DESA 9 TAHUN 

KETIDAK KONSISTENAN 

BERKONSENSUS TERHADAP 

KONSITUSI 
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A. Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia 

Gagasan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden 

menjadi 3 periode di tahun 2022 cukup menguat61. Wacana ini 

dikemukakan oleh kalagan elit partai politik yang dimana 

menginginkan Presiden Jokowi memimpin 1 periode kembali. 

Perpanjangan masa jabatan ini melalui penundaan pemilu tahun 

2024 yang beralasan karena sedang masa pemulihan di era 

pandemi covid. Dengan wacana ini artinya perlu diadakannya 

amandemen kelima terhadap UUD 1945. Beberapa pakar 

Hukum Tata Negara menilai bahwa amandemen kelima ini akan 

banyak hambatan terutama hambatan dari masyarakat yang 

tidak menyetujui atas perpnajangan masa jabatan ini. Selain itu 

hal ini dianggap telah mematahkan semangat perjuangan 

reformasi yang dahulu diperjuangkan untuk melawan 

kekuasaan yang otoriter. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan 

suatu permasalahan yang ada dilapangan. Jenis penelitiannya 

yuridis normative, bersumber dari data primer dan data 

sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia tidak menutup 

kemungkinan untuk melakukan perubahan karena merujuk 

 

61    Ismazen Emshaliha, Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode 

Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945, Jurnal Pemandhu, E-ISSN : 2775-0396, 

Vol 3, No 1 (2022), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung, E-mail Corespondent : Ismazen927@gmail.com 

PERPANJANGAN MASA 

JABATAN PRESIDEN VERSUS 

JABATAN KEPALA DESA DI 

INDONESIA 
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A. Usulan Masa Jabatan Kades Diperpanjang 9 Tahun, Mendagri: 

Kami Kaji Dulu Positif dan Negatifnya 

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito 

Karniavan80 memastikan kementeriannya sedang mengkaji 

ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dalam 

usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

"Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa. Kalau banyak 

positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya 

mungkin tetap di posisi Undang-Undang Desa sekarang, enam tahun 

kali tiga, jadi 18 tahun, kan lama juga itu. Ada positif (dan) negatifnya. 

Kami, prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji," ( Mendagri Tito 

Karnavian di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023).  

Tito menambahkan jika nantinya DPR RI berinisiatif 

merevisi UU Desa guna memperpanjang masa jabatan kades, 

Kemendagri akan hadir menyampaikan pendapat soal hasil 

kajian tersebut. Dalam mengkaji usulan perpanjangan masa 

jabatan kepala desa itu, katanya, Kemendagri akan mengundang 

sejumlah tokoh yang memahami.  

"Kami juga akan mengundang beberapa tokoh yang 

paham mengenai masalah desa, pegiat desa. Itu terdengar jelas 

suaranya,". Sebelumnya, usulan revisi UU Desa terkait 

perpanjangan masa jabatan kepala desa disampaikan oleh 

 

80 https://www.tempo.co/editor/berita/442/eko-ari-wibowo, Usulan Masa Jabatan 

Kades Diperpanjang 9 Tahun, Mendagri: Kami Kaji Dulu Positif dan Negatifnya, 

diakses pada  Tanggal 28 Februari 2023, pukul 08.32 WIB. 

ISU PERPANJANGAN JABATAN 

KEPALA DESA SEMBILAN TAHUN 

TERKAIT WACANA 

PERPANJANGAN JABATAN 

PRESIDEN TIGA PERIODE 
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Mencuatnya isu amandemen kelima terutama usulan masa 

MDEDWDQ� SUHVLGHQ� �� SHULRGH� NHPEDOL� ¶UDPDL·�PHQJKLDVL� SDQJJXQJ�

diskursus di ruang publik saat ini sehingga menarik ditelisik. 

Penelitian ini bertumpuh pada penelitian hukum doktrinal dengan 

kajian bahan hukum dan bahan kepustakaan sebagai data 

primernya, sedangkan pendekatannya berorientasi pada 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan 

pendekatan perbandingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

amandemen kelima UUD 1945 dapat dilakukan melalui konvensi 

ketatanegaraan, apalagi mencermati konfigurasi politik hukum saat 

ini. Peta politik yang didominasi PDIP dan koalisi barang tentu 

upaya untuk memuluskan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dari yang 

tadinya secara limitatif masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 

periode selanjutnya diubah menjadi 3 periode yang merujuk pada 

syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu 

amandemen kelima tersebut perlu memperhatikan segala aspek 

terutama semangat reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana 

ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945110. 

.HPXQFXODQ� LVWLODK� ´GHPRNUDVLµ� WHUMDGL� SDGD� DEDG� NH� ��

Sebelum Masehi (SM) yang pertama kali dikenal di zaman Yunani 

Kuno, di mana secara substantif istilah tersebut telah berevolusi 

seiring perkembangan waktu hingga saat ini. Demokrasi adalah 

 

110   Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Menakar Peluang Masa Jabatan 

Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum, Jurnal Al-Adalah: Jurnal 

Hukum dan Politik Islam Vol. 7 No. 1, Januari 2022: 32-50 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN: 

2685-550X  hal 

KONFIGURASI POLITIK 

HUKUM INDONESIA, 

WACANA PEPRPANJANGAN 

MASA JABATAN PRESIDEN 

TIGA PERIODE 
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A. Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 

Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 

9 (sembilan) Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara 

Hukum Dan Prinsip Demokrasi151, dimana Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar-dasar 

terkait tata kelola dalam pemerintahan Desa, termasuk dalam 

hal ini adalah yang berhubungan dengan masa jabatan Kepala 

Desa. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa masa 

jabatan kepala Desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat 

menjabat selama tiga periode. Akan tetapi beberapa waktu 

kebelakang asosias Kepala Desa seluruh Indonesia menuntut 

agar masa jabatan Kepala Desa di tambah menjadi 9 (Sembilan) 

tahun dalam satu periode. Hal tersebut tidak selaras dengan 

konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan 

dalam dua konsep tersebut menyatakan bahwa Suatu jabatan 

haruslah dibatasi dan tidak boleh terlalu lama untuk 

menghindari kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan 

kekuasaan. 

Jabatan Kepala Desa sebetulnya telah ada sebelum negara 

republik Indoensia merdeka. Pada zaman dahulu jabatan kepala 

Desa biasanya di emban oleh orang-orang yang dianggap 

 

151 Dudi Warsudin, Hayatun Hamid, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan 

Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep 

Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan  Sukabumi, Available Online 

Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Index, E-Issn: 2550-0813 

| P-ISSN: 2541-657x | Vol 10 No 1 Tahun 2023 Hal. : 422-426. 

PERPANJANGAN JABATAN 

KEPALA DESA BERTENTANGAN 

DENGAN KONSTITUSI NEGARA 

DAN GULA MANIS DEMI 

KEPENTINGAN POLITIK 2024 
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TENTANG PENULIS 
 

Irjen. Pol. (P) Dr. Drs. H. Anas Yusuf, 

Dipl. Krim, S.IK,.SH, MH, MM, Lahir 

di Brebes, pada tanggal 11 September 

1960, yang bertempat tinggal  Jl. H. Abu 

No. 16 RT. 05 / RW. 07 Cipete Selatan 

Cilandak Jaksel 12410, ia adalah seorang 

Purnawirawan perwira tinggi Polri 

alumnus Akademi Kepolisian tahun 

1984 yang berpengalaman dalam bidang 

reserse, selain purnawirawan polri ia 

adalah seorang akademisi, praktisi 

hukum, dan penulis, ada banyak buku dan jurnal-jurnal baik 

nasional maupun internasional yang telah ia buat, adapun diantara 

karya-karyanya, antara lain: Buku dengan  judul Kupas Tuntas Pro 

Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan  

Pemilu 2024 Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 

Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Waspada     

Jebakan    Perpanjangan  Masa Jabatan  Presiden Tiga Periode 

Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula 

Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024; Revitalisasi Kerjasama 

Regional Dan Internasional Di Bidang Penegakan Hukum Guna 

Meningkatkan Hubungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 

Dalam Rangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Jurnal internasional; Rewards For Polri Members Who 

Successfully Disclosed 1,196 Tons Of Sabu Towards An Excellent 

And Shone Polri Resources; Law Enforcement On The Death Of 

Brigadier J Under Law And Regulation Of The President Of The RI; 

Corruption Eradication Commission Formula-E Case Between 

Justice, Criminalization And Anies Baswedan Phobia 

Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi Universitas Slamet 

Riyadi Fakultas Hukum  (S1) lulus Tahun 2001; Perguruan Tinggi 

Universitas Gajah Mada Magister Hukum  (S2) Yogyakarta lulus 

pada tahun 2003; Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada 

Fakultas Ekonomi Magister Management  (S2) Yogyakarta  lulus 



342 

 

pada tahun 2006; dan pada Perguruan Tinggi Fakultas Hukum 

Universitas Trisakti (S3) ² Jakarta  lulus pada tahun 2014; 

Pendidikan Kedinasan, AKPOL 1984; PTIK 1991; 

SESPIMEN POLRI 1998; SESPIMTI POLRI 2007;  LEMHANNAS RI 

2012. 

Pengalaman Kerja, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pamapta Polres Kupang Ntt 23-11-1984 03-12-1984; Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Ps Kapuskodal Ops Polres Kupang 

Polwil Ntt 03-12-1984 07-03-1985; Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Kapolsek Kupang Tengah Polwil NTT 07-03-1985 11-05-

1985; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dansat Patwal 

Ditlantas  Polda Nusra 11-05-1985 29-10-1987; Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Kasat Lantas Polres Badung Polda Nusra 29-10-

1987 18-07-1989; Kepolisian Negara Republik Indonesia Paur Ops 

Ditlantas Polda Nusra 18-07-1989 24-06-1991; Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Pama Polda Jabar 24-06-1991 04-10-1991; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Ps Kapolsek Pelabuhan Ratu 

04-10-1991 30-01-1992; Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kapolsek Pacet Polres Cianjur Polda Jabar 30-01-1992 03-01-

1995;Kepolisian Negara Republik Indonesia Guru Muda Pusdik 

Resintel Lemdiklat Polri 03-01-1995 01-06-1997; Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Pamen Mabes Polri 01-06-1997 01-06-1998: 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Dansat Idik Inprodag Dit 

Serse Ek Korserse Polri 01-06-1998 01-08-2000; Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Kapolres Kendal 01-08-2000 12-11-2001; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia  Kapolres Pekalongan 12-11-

2001 01-10-2003; Kepolisian Negara Republik Indonesia Wadir 

Reskrim Polda Diy 01-10-2003 28-09-2004; Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Kanit I Counter Terorrism Tncc 28-09-2004 19-

01-2006; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dir Reskrim Polda 

Bali 19-01-2006 30-06-2007; Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kabid Interpol Set Ncb-Interpol Indonesia 30-06-2007 29-09-2010; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Karo Misi Internasional 

Divhubinter 29-09-2010 17-02-2011; Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Dir V/ Tipidter Bareskrim Polri 17-02-2011 26-01-2012; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sahli  Kapolri Bid Sospol 26-
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01-2012 27-06-2012; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolda 

Kalimantan Timur 27-06-2012 07-06-2013; Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Waka Bareskrim Polri 07-06-2013 22-08-2014; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolda Jawa Timur 22-08-

2014 03-09-2015; Kepolisian Negara Republik Indonesia Gubernur 

Akpol 03-09-2015; Lemhannas RI Tenaga Ahli Pengajar 2015 2018. 

Selain pengalamanan penugasan din dalam negeri ia juga  

diberikan Amanah untuk menjalankan tugas-tugas di  Luar Negeri, 

yaitu antara lain: 1992 Police Study on Criminal Investigation, 

Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 1998 Special 

Trainning on E-Commerce, Landest Polizei Schule-Berlin-Germany; 

2005 International Police Trainning on Drugs and Economic Crime, 

Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 2006 United 

Nation Conference on Arms Smuggling, New York-USA; 2007 

Comparative Study of Police System in South 6Korea, China and 

Hongkong; 2007 Interpol Working Group meeting on Trafficking in 

Person (TIPS), Canada ; 2008 Working meeting on Cocaine-related 

Crime in Asia with Involvement of West African Criminal Group, 

Bangkok; 2008 The 77th Interpol General Assembly, Saint 

Petersburg-Rusia; 2008 Comparative Study Of Detention System 

And Mechanism Of Law In Netherland, Germany And France; 2009 

5th Annual Heads of NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2009 

Working meeting Project Kanun ethnic Albanians and illegal drugs 

trafficing, Ohoid Farmer Yugoslavia Republic of Macedonia; 2009 

29th Aseanapol Conference, Hanoi Vietnam; 2009 4th International 

Expert meeting on Genocide, War Crime and Crime Againts 

Humanity, Norway; 2009 Joint investigation on Virtual Fraud Crime 

beetween INP-Royal Brunai Police Force; 2010 6th Annual Heads of 

NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2010 12th  UN Conggress 

on Crimes Prevention and Criminal Justice, Salvador-Brasill; 2010 

Interpol Fugitive Conference, Toronto-Kanada; 2010 Study 

Comperative on Law Enforcement Money Loundering Cooperation 

with France Parlement, Perancis; 2010 Ministrial Meeting on 

Security Issues, Sochi-Federasi Rusia; 2011 UN Peace Keeping 

Conference, PBB, New York, USA; 2012 Indonesian Bussines Day 

Conference Hamburg, Germany; 2012 Task Force for Most Wanted 
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Person in Bogota, Colombia; 2012 Strategic Study Lemhannas RI in 

Japan; 2013 13 th SOMTC Meeting in Danang, Vietnam, June; 2013 

9th AMMTC, Meeting in Vientiane, Lao PDR; 2014 Working Group 

Meeting between INP and AFP Australia; 2014 Bilateral Working 

Group Meeting between INP and Newzeland Police Force , 

Welington; 2014 ASEAN Senior Officer Meeting on The 

Transnational Crime, Brunai Darusalam; 2015 Bilateral Working 

Group Meteeng between INP and Bayer Police Force, Munich. 

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak 

+6281818114067 atau email anasyusuf1984@gmail.com 
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A Junaedi Karso lahir di Indramayu, 

pada 20 September 1975. Selain menulis, 

ia juga merupakan Dosen Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Puluhan 

karya tulis ilmiah telah diterbitkan di 

jurnal nasional dan internasional. Di 

antara karya yang terbitkan jurnal 

nasioal tahun 2020 adalah Legal Study 

Concerning Provison of The Development of 

Environmental Funds in Development of 

Building Storage of Evidence Goods and 

Household Resistance of North Sumatera, 

(Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan 

yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset 

untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 

di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020). 

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara 

lain Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi  Pelayanan 

Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 

2019); Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong 

Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang, (Gorontalo Journal of 

Government and Political Study, 2019); Kerjasama BNN dan 

Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di 

Kecamatan Rappucini Makassar, (Jurnal MODERAT, 2019); 

Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak 

Anak di Kota Makassar, (Journal of Government and Civil Society, 

2019); Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata 

di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 

2019); dan Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army 

and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of 

Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019). 

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 

2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration 

service in Anjatan Districty, (International Jurnal of Social Science 

Humanities Research, 2019); dan Improving The Quality of Public 

Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, 
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Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and 

Humanitities Research, 2019);  

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara 

lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law 

and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of 

Economics, business and Management, 2019); Public Policy for 

Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of 

Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, 

Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic 

Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in 

Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal 

L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through 

Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village 

Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); 

Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment 

between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian 

Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); Government 

Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in 

Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 

2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field 

of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of 

Implemeting  Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, 

(International Journal of Mechanical and Production engimeering 

Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective 

of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema 

Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good 

Governance in the Management of Village-owned Enterprise: 

Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social 

Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of 

Village-Owned Enterpreses, (Artech Journal of Current Business 

and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of 

Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-

based Losencing Service, (Solid State Technology Archives 

Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan  dana badan usaha 

milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang 

berdasarkan prinsip government judgement 

rulehttp://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa, 2021)  



347 

 

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: 

Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk 

Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan 

Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi 

Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk 

Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap 

pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 

Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di 

Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh 

Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri 

Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi 

Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di 

dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten 

Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, 

Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di  Indonesia; 

Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, 

Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan 

hukum dan koloborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; 

Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama 

Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya 

Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman 

Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin 

Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan 

Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan 

Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional 

dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era 

Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam 

Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim 

Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & 

Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri 

antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak 

Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir 

Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan 
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Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang 

Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia  Lumbung Sawit 

Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI  

Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, 

(Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda  Penduduk), Seputar 

Lintasan Kejahatan Realita Antara & Kamuflase Pidana 

Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 

Siapa Diuntung dan siapa yang Buntung  Penundaan Pelaksanaan 

Pemilu 2024   Untuk  Kepentingan Rakyat atau Cukong dan 

Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi di Indonesia. 

3HQGLGLNDQ� IRUPDOQ\D�EHUPXOD�GDUL�0,�7DUEL\DK�:DWD·OLP�

Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 

1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu 

(lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP 

Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH 

Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi 

Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik 

IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College 

Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 

1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free 

Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di 

PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta 

tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, 

Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN 

Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, 

dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010. 

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain 

My  Dreams Future Procurement  break Through di LPKN tahun 2020, 

Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE) di International 

Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, 

Certificate Procurement  in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, 

Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi 

Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa 

Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam 
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Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi 

Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai 

Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu 

(Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 

2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di 

LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di 

BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di 

BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di 

LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa 

Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & 

Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & 

Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada 

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, 

Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 

Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, 

Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan 

Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di 

LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & 

Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, 

Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan  Perspektif Realita 

Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan 

Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia 

(SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO  

9001:2015 Awarness, Understanding & Implementing Quality 

Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & 

Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan 

Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 

Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, 

Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan 

Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di 

LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

´How  to Perform While Transformµ�GL�/3.1�WDKXQ�������3HPEHULDQ�

Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 

2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa 

di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui 
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Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, 

Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku 

Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 

bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada 

Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah 

Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, 

Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 

2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 

2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master 

NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan 

Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & 

Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer 

(TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di 

BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di 

BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-

KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas 

tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-

Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di 

LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative 

Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, 

Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM 

International_KAN tahun 2021,  

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan 

tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di 

SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu 

tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen 

STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol 

Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia 

Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 

2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 

2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS 

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal 

Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga 

Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua 

Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert 

Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh  



351 

 

Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 

2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan 

Nusantara IV Medan ² Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, 

Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan 

Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di 

Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. 

Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d  

Sekarang. 

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak 

+62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga 

bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas 

Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar. 

 

  



352 

 

 
 


